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Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab vang
dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku
"Pedoman Transliterasi Arab Latip" yﬁng dikeluarkan berda-
sarkan Surat Keputusan Bersama (SkB) Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
tertansgal 22 Januari 1988 Nomor g 15771987 dan
0543.b/U/1987.

Adapn pedomannya adalah sebagaj berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Keterangan
Arab Latin
Alif - Tidals dilambangkan
LjJ ba' b -
< ta' t -
LiJ sa' s s-fenhkan titik atas
o iim i -
e ha ' h h'dengan titjg bawgh
7‘ kha kh -
o, | dal d -
5 zal > z dengan tit;j atas

~

o

12
!



hamzah

Ya

Konsonan Rangkap (kare

=
L]

U Aol
d e

Sy

na syadda

[1)]

dengan titik bawah

d dengan titik bawah

o

dengan titik bawah

2z dengan titik bawah

koma terbalik

aprostrof

h ditulig rangkap)

ditulis muta‘aqqidin

ditulis

ix

‘iddah



IITI. Ta’ Marbutah diakhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
[ .
‘&&—Zb ditulis hib' ah
dtf;PT ditulis jizyah
(ketentuan ini tidaak diperlukan terhadap kata-
kata arab vang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, Seperti salat, zakat'dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2y Bty dihidupkan karena merangkai dengan kata lain

L]
GLJ“\ ik_ftj ditulis ni‘matullah
.Lah.h . . ;
- ol&\/ ditulis zakatul-fitri

IV. Vokal Pendek

—

— W thah) Rt s o

——_ _ lkasrah) oo oo o - T
/

'u_;ih_ {qammahi ditulis y

V. Vokal Pan,jang
1. Fathah + Aljif ditulis a
Zi,.,Lki:- ditulis jahiliyvah
o .

2. Fathah + Alif wagslr dityljs ‘a

L_,F"“”i ditulis vas'a



3. Kasra

t Ya may dituljgs 7§
At

ditulis maiid

4. Dammah + Wawy matj

U=40

ditulis §

ditulis furﬁq

VI. Vokal Rangkap
E Fathah + yg mati, ditulis a4
r&;}: ditulis bainakum
2 Fatbah + Wawuy matij, dituljs au
L!Jié ditulijsg qaul
VII,

Vokal-Vokal Yang Berurutan

Dalam Saty Kata
Dipisahkan Dengan Apostrof
I 4
p .]‘ ditulijs a'antun
[ &
B c | ditulis u‘jgqas
b o‘a t"
rka LJ&I ditulig la’jn Syakartum
VIZT: Katas Sambung v o g Lam
1. Bila dikutji hurur 9amariyhah ditulisg al-
. [ - , | 4
;ifﬂjl ditulisg al-Qur'an
2. Bila diikuti hurur Svamsiyyah ditulisg dengan

mengikutinya—

x_i



IX. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai

dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ditulis Zawi I-furud atau

: Sl .
u@thﬂj ngb zawi al-furud

u‘p‘ ditulis ahlusunah atay

ahl as-sunnah

xii
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Segala pudi dan syukur hanya bagi Allah Tuhan seru
cekalian  alam. Hanya kepada-Nya kami berlindung dan mohon
pertolongan. Dan hanya kep%da~Hyalah kami berserah diri. Dis
Moha Kuasa dan Maha Bijalksaonas.

Yelawat dan salam semogs selalu terlimpahkan kepada nabi
Muhammad SAW, para sahabat ., keluarga serta para pengikutnya
vang Konsisten wengikuti sjavannya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah penyvusun ucapkan atas pertolongan, petun-
iuk, dan kekuatan lahir batin yang diberikan Alloh, sehingga
penyvausun dapat menyvelessikan skripsi ini dengan bailk.

Tidak lupa penyvusnn ssampaiksn pula kepada semua pihak

vang telah membantu tercapainya penyusunan skripsi ini! Untuk



ttu  semua, penyusun menyvampsikan rasa penghargaan dan rasa

terimaksih.

Tanpa bermaksud mengurangi arti penghargaan pada yang
lainnya, penyusun secara khusus ingin menyampaikan
terimakasih yang mendalsw kepada:

1. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA selaku Pembimbing I,
vang telah berkenan meluangkan waktunya vang berhargsa
untuk membimbing penyueunah skripsi ini, saran dan petun-
Juknyva vyang berbobot serta informasi tentang buku-buku
acuan vang sangat bermantast bagi penyusun dalam menyele-

saikan skripei ini,

I~

Bapak Drs. Muhyidin. selakuy PFembimwbing I1I., yang telah
menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam
mengarahkan penulisan skripsi ini ke arah vang lebih baik.

Kepada beliasu ity =emus mudah-mudahan amalnya diterima
Allah SWT dan mendapat balasan vang lebih bhsik. Amin.
Akhirnya ‘penyvusun menyveadari bahwa ketajaman aralisis masih
perlu “diasah, demikian pula pola pengungkapan, harus terus
dipelajari dari para penulis vang lain yang Jjauh lebih
berpengalaman, sehingdus tekad untuk meneruskan pengkajian,
bukan niat yang sia-sia. Demikian pula dalam penyusunan
skripsi ini, penyusuan sangst sadar bahwa masih banyak hal-hal
vang perlu dibenahi di =mana-sini. Sehingga krititk dan saran

darl semua pihak sangat dihavapkan.
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Harapan penvusun senoga karya ini bermanfaat bagi kita

semua dan menambah khazanah kepustakaan Islam kita.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, ¥ Sya’'ban 1418 H
i€ Desember 1997 N

Penyusun

Tri Yumana Arifah
NIM. 91321299
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat membutuhkan undang-undang untuk mengatur
dirinya sendiri. Suatu undang-undang dibuat untuk dipatuhi,
guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sisi hukum dan
menuntun setiap anggota masyarakat untuk tidak berbuat serta
bertindak sesuatu yang merugikan orang lain. Salah satu
bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan merugikan
masyarakat adalah pencurian harta orang lain. Tindak pidana
tersebut harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbu-
atannya sehingga keadilan bisa ditegakkean.

Peraturan-peraturan hukum bersifat memaksa dan mengatur
anggota masyarakat, sehingga setiap pelanggar peraturan hukum
vang ada akan dikenakan sanksi vang berupa hukuman. Hukuman
itu sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Untuk
menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung
terus dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat,
maka peraturan yang ada harus sesuai dan tidak boleh berten-
tangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan
demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum
dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan keadilan.l)

Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara tindak

pidana pencurian, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-

1)C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia,cet.7 (Jakarta : Balai Pustaka,1986),hlm.40-41.



hal yang memberatkan dan meringankan vang melekat pada pelaku
tindak pidana pencurian untuk mengantisipasi agar pelaku
tidak mengulanginya.

Apabila seorang pelaku tindak pidana Pencurian mengu-
langi perbuatannya, maka ada hal lain yang perlu untuk diper-
hatikan oleh seorang hakim dalam memutuskan hukumannya. Hal
tersebut adalah diperbedakannya antara seorang yang bertabiat
pPencuri dengan Seseorang yang mengulangi pencuriannya bukan
karena suatu tabiat, tetapi karena ada sebab yang lain misal-
nya karena terpaksa oleh keadaan ekonomi.zﬁ

Untuk penanganan dari semua kasus pelanggaran undang-
undang, pemerintah telah membentuk salah satu badan peradilan
vaitu Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan relatif dan
kewenangan absolut.

Kewenangan relatif adalah kewenangan berdasarkan daerah
hukumnya yang meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.sj
Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah
kewenangan berdasarkan Jenis perkara vang berhak diselesai-
kan. Adapun kewenganan pengadilan negeri yaitu bertugas dan
berwengan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana
dan perkara perdata ditingkat pertama.®

Dalam penyusunan skripeilldn{, penyusun mengadakan pene-

2)E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum
Fidana di Indonesia dan Penerapannya,(Jakarta : Alumni
AHM-PTHM, 1982),hlm.414.

3)Abu Hanif dkk., Himpunan Undang-undang Peradilan,
(Jakarta : Medisa Karya,t.t.),hlm.193.

4)Ibid.,hlm.207.



litian yang mengambil lokasi di Pengadilan Kabupaten Magelang
dengan permasalahan putusan pengadilan tentang pengulangan
tindak pidana pencurian.

Untuk membahas permasalahan tersebut 1z2bih lanjut,
terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan secara singkat hal-
hal yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Mage-
lang vyang meliputi sejarah berdirinya Pengadilan Negeri
Kabupaten Magelang, tindak pidana pencurian yang masuk dan
diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang pada tahun
1882, 1993 dan 1996.

Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang terbentuk dengan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 25 Oktober 1982
No. 11.A.T7.01-1982 yang semula masih bergabung menjadi satu
dengan pengadilan negeri Magelang dengan nama Pengadilan
Negeri Magelang. Dengan telah selesainya pembangunan gedung
kantor Pengadilan Negari Kabupaten di Kota Mungkid, gedung
tersebut secara resmi pada tangga 15 Desember dipakai penggu-
naannya. Peresmian gedung tersebut dilakukan oleh Menteri
Kehakiman RI (Bpk. Ismail Saleh, SH) dan sejak tangga terse-
but, secara yuridis maupun secara administratif Pengadilan
Negeri Kabupaten Magelang telah berdiri sendiri dan terpisah
dengan Pengadilan Negeri Kotamadya Magelang.ﬁ)

Jumlah perkara tindak pidana pencurian vang masuk dan
vyang diputus di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang pada
tahun 1982, 1993, dan 1996 adalah sebagai berikut

9)Dokumen Fengadilan Negeri Kabupaten Magelang



No [ Tahun Jenis perkara Masuk Putus l
1 1992 158 158
TINDAK PIDANA
2 1993 PENCURIAN 2086 208
3 1996 336 336
6)
Jumlah perkarsa pengulangan tindak pidana pencurian vang
masuk dan diputus di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang
pada tahun 1992, 1993 dan 1996 adalah sebagai berikut
No Tahun Jenis Perkara Masuk Putus
1 1992 58 59
PENGULANGAN
2 1993 TINDAK PIDANA 102 102
PENCURIAN
3 1996 123 123
7
Pada penyusunan skripsi ini dikhususkan pada ‘kasus
pengulangan tindak pidana pPencurian yang terdapat pada putu-

san No. OS/Pid.B/lQQS,No.?B/Pid.B/lQQB dan No.112/Pid.S/1992.
Pada putusan no. 03/pid.B/PN. KAB. Hakim telah
menjatuhkan pidana penjara kepada Sukarman selama 15 bulan

karena terbukti secara sah dan menykinkan

pengulangan tindak pidana
mana diatur dalam pasal 361 (1) dan (2) ke-2 jo
KUHP.
Pengadilan Tinggi Jawa Tenggah no.

(lihat lampiran).

Terdakwa adalah Seorang residivis berdasarkan

B)Ibid

7)Ibid

pasal

bersalah melakukan

pencurian dengan kekerasan sebagi-

486

putusan

U4/pid.B/lQQZ/PT.Semarang

Sedangkan barang curian pada pencurian vang



kedua kalinya emas seberat 4 ons.

Sedangkan pada putusan no. 112/pid.S/1992 hakim

menjatuhkan pidana penjara kepada Andi Sujamadi selama 8
bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencu-
rian sebagiman diatur dalam pasal 365 jo pasal 488, Terdakwa
adalah seorang residivis, karena terdakwa sudah pernah dihu-
kum karena kejahatan vang sama. Pencuriannya sebelumnya
dilakukan pada tahun 1987.
Pada putusan no.78/pid.B/1996 dalm perkara terdakwa Muhammad
Najib bin Al Pandi pengadilan negeri Magelang menjatuhkan
hukuman penjara selama 8 bulan karena mencuri sebuah sepeda
sebagimana diatur dalam pasal 382 Jo pasal 488 KUHP dan
sebelumnya terdakwa Juga pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana vang sejenis.

Dari contoh ketiga kasus di atas penyusun tertarik untuk
menganalisis permasalahan Pengulangan pencurian dari segi
hukuman yang dijatuhkan apabils ditinjau dari hukum Islam.
Sedangkan alasan penyusun untuk mengkhususkan pada putusan
no. 03/pid.B/1993 dan no.112/pid.s/1882, 78/pid. B/1986
adalah dengan melihat kualitas kejahatan vang dilakukan oleh
kedua terdakwa dengan hukuman vang dijatuhkan oleh hakim atas
perbuatan tersebut.

Dalam syariat Islam tindak pidana Pencurian merupakan
tindak pidana vang jenis hukumannya telah ditentukan di dalam
nas. Hal ini sebagaimana tersirat di dalam firman Allah SWT

yang berbunyi

o 3y eI ST 1 IR R ATIRE Sl
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Adapun ketentuan hukum Islam atas tindak pidana pencuri-
an yang kedua kali adalah dipotong kaki kiri. Ketentuan hukum
potong tangan dan kaki bagi pelaku tindak pidana pencurian
itu harus bisa dilaksanakan apabila sipelaku telsh memenuhi

syarat-syarat yang ada dalam tindak pidana pencurian.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas maka
dapat ditarik suatu rumusan pokok permasalahan sebagai
berikut

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman atas
pengulangan tindak pidana pencurian yang terdapat pada putu-
san no.UB/Pid.B/lSQS/PN.KAB.MGL, no.112/pid.Ss/1992/PN.
KAB.MGL dan no.78/pid.B/1996

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Berdasarkan pada pokok masalah di atas, maka dapat
dikemukakan tujuan dari studi ini adalah
Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukuman
pengulangan tindak pidana pencurian vyang terdapat dalam
putusan no.D3/Pid.B/1993/PN.Kab.Mgl no.l1l12/pid.s/1992

dan no.78/pid.B/19986.

8)Al-Maidah (5) : 38-39



2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan akan dapat dicapai dari
studi ini adalah
a. Sebagail sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam
di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukuman bagi
pelaku pengulangan tindak pidana pencurian.
b. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan Islam di

Indonesia dalam masalah hukum.

D. Telaah Pustaka

Yang dimaksud hukuman menurut Prof.Sudarto, S.H., seba-
gaimana dikutip oleh Prof. Muladi, S.H. adalah penderitaan
vang sengaja dibebankan kepada orang vang melakukan perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu.gj

Adapun pengertian penghukuman menurut kriminologi dandan
penologi adalah suatu reaksi sosial vang diwujudkan sebagai
suatu penindaan terhadap orang/pihak vang telah melakukan
kejahatan dengan maksud mengadakan koreksi.lo)

Walaupun seorang hakim bebas untuk mempertimbangkan
berat pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas
maksimum dalam situasi konkrit, tetapi ia tidak boleh
Sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya. Ada beberapa
keadaan obyektif yang harus dipertimbangkan, yaitu seperti

9)Muladi dan Barda Nawawi A., Teori-teori dan

Kebijakan Pidana, cet.2 (Bandung, 1992),hlm.212-213.
10)Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, Filsafat

Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, (Jakarta : CV.
Rajawali, 1982),hlm.45.
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umur terdakwa, jenis kelamin, akibat vang ditimbulkan oleh
perbuatan terdakwa, keseriusan delik bersangkutan dan nilai-
nilai khusus daerah setempat.ll)

Setiap kejahatan vang dilakukan oleh seseorang harus
mendapatkan sangsi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
Karena kejahatan harus dianggap merugikan masyarakat, dan
satu-satunya ukuran rasional daripada kejahatan adalah besar-
nya jumlah kerugian. Adapun tujuan penghukuman adalah mence-
gah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pemba-
lasan dendam masyarakat. Bukan kekerasan akan tetapi kepas-
tian dan kecepatan penjatuhan hukuman yang dapat menjamin
hasil yang lebih baik. Penjatuhan hukuman harus pasti, cepat
dan hukuman harus ditentukan secara tegas sesuai dengan
kerusakan atau kerugian-kerugian vang terjadi dalam masyara-
kat akibat kejahatan vang telah dilakukan.12)

Menurut Nanda Agung Dewantoro, S.H., dalam bukunya
"Kemampuan Hukum Pidansa dalam Menanggulangi Kejahatan-kejaha-
tan Baru Yang Berkembang dalam Masyarakat", menyatakan bahwa
pidana yang akan ditetapkan adalah pidana yang diharapkan
dapat menunjang tercapainya tujuan. Qleh karena itu dilakukan
penelitian pidana apa vang paling efektif dan bermanfaat
untuk mencapai tujuan. Efektifitas pidana diukur berdasarkan
tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Apabilsa ukurannya harus

11)Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari

Retribusi ke Reformasi,cet.1 (Jakarta : PT. Pradnya
Paramita,t.t),hlm.78.

12)Romli Atmasasmita, Dari Pemenjaraan ke Pembinaan
Napi,(Bandung : Alumni, 1971),hlm.4.



9]

berorientasi pada tujuan Pidana seperti vyang dirumuskan oleh
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dalam pasal 2 gayat (1)
konsep rencana KUHP, maka suatu pidana dikatakan efektif
apabila

1. Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana.

2. Dapat membimbing terpidana menjadi orang yang baik

dan berguna. '

3", Menghilangkan noda-noda vang diakibatkan oleh tindak

pidana.

Apabila berorientasi pada tujuan pidana maka menurut konsep
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dalam penelitian efektifi-
tas pidana yang perlu dicari ialah sSampal se berapa Jauh pen-
garuh pidana itu terhadap si pembuat, calon pembuat, dan mg-
Syarakat. Sedangkan indikator untuk mengukur pengaruh vang
pertama ialah apakah tercapai Prevensi spesial dengan membina
si pembuat (terpidana) menjadi orang yang baik dan berguna,
ialah ada tidaknya Pengulangan tindak pidana (residiv). Dari
indikator di atas, indikator pertamalah yang paling mudah di-
atur karena bersifat kuantitatif walaupun secara kriminologi
adanya residive bukan suatu indikaotr mutlak, bahwa "pembuat"
belum menjadi orang baikj%)

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya "Masalah Pemi-
danaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitsas dan Per-
kembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern"
sebagaimana dikutip oleh Nanda Agung Dewantoro apabila yang

dimaksud dengan mencegah dalam tujuan pertams di atas

mencakup pengertian mencegah agar si pembuat tidak melakukan

13Nanda Agung Dewantoro,Kemampuan Hukum Pidansa dalam
Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Yang Berkembang Dalam
Masyarakat (Yogyakarta Liberty,lSBB),hlm.l48.
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lagi tindak pidana (prevensi spesial) dan mencegah orang
lain, calon pembuat potensial atau masyarakat pada umumnya
tidak melakukan tindak pidana (prevensi general), maka tujuan
prevensi spesial tercakup juga dalam tujuan kedua. Dengan
membimbing terpidana menjadl orang yang baik dan berguna,
jelas agar ia tidak melakukan lagi.14)

Tujuan pemberian hukuman terhadap terdakwa ialah sekedar
memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik tertuju pada
jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehor-
matannya sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilaku-
kannnya sehingga ia akan bertaubat dan tidak mengulangi per-
buatannya lagi. Adapun menurut teori-teori pemberian hukuman
adalah sebagai berikut: 15}

1. Teori kepentingan masyarakat

Menurut teori ini setiap perbuatan kejahatan harus diberi
ganjaran hukuman yang seberat-beratnya agar bagi mereka
yang telah mendapat hukuman tidak akan mengulangi perbua-
tannnya, sedang bagi yang belum melakukan kejahatn akan
merasa takut oleh adanya ancaman hukuman yang berat itu.
Tujuan utama teori ini ialah mengusahakan agar setiap
masyarakat mentaati setiap peraturan dan undang-undang

yang ada sehingga dapat diciptakan ketentraman hidup dalam

masyarakat. Oleh karena itu, setiap kejahatan yang ada da-

14)Ibid,hlm.147.

15) R. Atang Ranoemiharja, Hukum Acara Pidana Studi
Perbandingan antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL)
dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP), (Bandung : Tarsi-
to,1983),hlm.153.



T

lam lingkungan masyarakat harus dibersihkan.

Teori Lomboso

Teori Lombroso ini erat hubungannya dengan pengetahuan
kriminologi denga pengetahuan tentang kejahatan dan penja-
hat. Menurut teori ini seorang penjahat itu dilahirkan
dari keturunan yang jahat juga, jadi benihnya adalah benih
Jahat. Oleh karenanya adalah merupakan usaha vang sia-sia
bila mengusahakan untuk memperbaiki moral si penjahat.
Alasan yang dikemukakan akan kegagalan usaha untuk memper-
baiki moral para penjahat ialah karena para penjahat itu
sudah didasari oleh bibit jiwa yang Jjahat, sehingga per-
angal dari penjahat adalah merupakan kodrat dari orang
vang bersangkutan.

Teori kepentingan terhukum

Teori ini berpangkal pada pendapat bahwa hukuman pidana
vang dijatuhkan atas diri terhukum adalah semata-mata agar
merupakan suatu nestapa saja, suatu penderitaan baik la-
hir maupun bathin dari si terhukum, sehingga ia akan ber-
taubat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan utama
dari teori ini ialah memperbaiki akhlak terkukum dan
mempersiapkannya agar ia dapat kembali ke masyarakat seba-
gal manusia yang baik dan berguna. Sedang yang telah
melakukan kejahatan bukanlah merupakan kodrat dari orang
vang bersangkutan tetapi hanyalah terbawa oleh pengaruh-
pengaruh masyarakat sekelilingnya saja dan oleh karenanya
terhadap orang tersebut masih dapat diushakan perbaikan

ats moralnya agar dapat kembali ke jalan yang benar. Teori
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inilah vyang pada zaman sekarang banyak dianut oleh negara-
negara di dunia ini.

Dalam hukum pidana, segi lahir dan batin bertemu dalam
wujud hukuman oleh seorang penangung jawab peristiwa pidana.
Dari segi lahir adanya hukuman yang dijatuhkan kepada si
penanggung Jawab agar batinnya tergugah untuk
dapat menginsyafi kesalahannya, sehingga dengan demikian
diharapkan ia tidak akan mengualanginya lagi untuk seterus-
nya. Adapun dari segi batin yaitu, adanya pertimbangan dalam
diri si terhukum yang pasti timbul sebagai dari berat/ringan,
cocok/tidaknya hukuman yang harys dijalaninya bila dipandang
dari sudut kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini
berwujud sebagai tanggapan batin, yang selanjutnya dalam
dirinya sendiri dapat menimbulkan penyesalan akan kesalahan
vang telah dilakukannya itu (dalam hal hukuman yang dijatuh-
kan atas dirinya itu tidak lebih berat dari kesalahannya)
atau perasaan tidak mau menerima kenyataan yang telah dihada-
pinya (dalam hal hukuman yang dijatuhkan atas dirinya itu
terasa lebih berat dari kesalahannya).ls)

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjonc Soekanto. dalam
bukunya Perihal Kaidah Hukum, menyatakan bahwa ruhusan
keadilan menurut pandangan dari segi hukum, yakni keserasian
antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang juga
menyangkut segi lahir (jasmani) dan Jjuga segi batin
(akhlak).17)

16) Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Filsa-

fat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, (Jakarta : CV.
Rajawali, 1882),hlm.20-21.

14y IThid.,.hlm, 21.
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Adapun tujuan dari hukuman dalam syari’'at Islam adalah
menjaga kehormatan pribadi dan masyarakat dari kehinaan, se-
lain itu juga untuk memanfaatkan dan kemaslahatan umum. Di
dalam hukum Islam tidak ada hukum kecuali bertujuan untuk
kemaslahatan manusia.la)

Para fugaha telah mengenal juga pengulangan kejahatan
tetapli mereka tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik
daru segi selang waktu maupun segi kejenisan Jjarimah-jarimah
yang dilakukan. Perincian mengenail pengulangan jarimah yang
dilakukan. Perincian mengenai pengulangan jarimah bisa diatur
oleh penguasa negara.lg)

Menurut Drs. G.W. Bawengan S.H. dalam bukunya "Pengantar
Pikologi Kriminil", mencuri adalah " Perbuatan mengambil sua-
tu barang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan
melawan hak bermaksud hendak memiliki barang itu.20

Menurut As-Sayyid S&biq dalam bukunya "Fiqhas-Sunnah"
mendefinisikan mencuri adalah mengambil barang orang 1lain
secara sembunyi—sembunyi.zﬁ

Menurut Ibn Rusdy dalam bukunya "Bidayah al-Mujtahid"

mendefinisikan mencuri ialah mengambil harta orang lain yang

18) Abu Zahrah, Al Jarimah wa al- "Ugubah fi Figh
al-Islam,(Ttp : Dar al-Fikr,t.t),hlm.28B.

19) A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,
cet.2,(Jakarta : Bulan Bintang,1978),hlm.248.

20) G.W. Bawengan, Pengantar Psikologi
Kriminil,cet.4,(Jakarta - PT. Pradnya Paramita,
1991),hlm.178.

21) As-Sayyid Sabiq, Figih As-Sunnah, (Beirut : Dar
Al-Fikr,1877 M/1397 H),II : 412.
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tersimpan, tanpa ijin pemiliknya.220

Abdul Kadir Audah dalam bukunya “At-Tasyri’ al-Jina’i
al-Islami"” menyebutkan tentang macam-macam pencurian dalam
syari’'at Islam ada dua macam; pencurian yang diancam dengan
hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman Ta zir.
Pencurian yand diancam dengan hukuman had ada dua macam; pen
curian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil adalah men
gambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi sedang pen
curian besar adalah mengambil harta orang lain secara terang-
terangan. Pencurian yang diancam dengan hukuman ta’'zir ada
dua macam; pencurian yang diancam dengan hukuman had, tetapi
ada syarat yang tidak terpenuhi atau karena dalam pencurian
itu ada hal yang syubhat dan mengambil harta orang lain tanpa
dengan sembunyi-sembunyi (sepengetahuan pemilik), tetapi
tanpa kerelaan pemiliknya.zs)

Dr. Anwar Harjono, SH dalam bukunya : "Hukum Islam kelu-
asan dan keadilannya", para ahli figh berpendapat, mencuri
adalah “perbuatan seorang anak manusia yang sudah baligh,
mengambil milik orang lain dari tempat terletaknya barang

(sesuatu) secara diam-diam, dengan maksud untuk dimiliki.zg

22) Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid,(Ttp : Dar al-
Fikr,t.t),II : 334.

_ 23) Abdul Qadir Audah, At-Tasyri® al-Jina’'i al-
Islami, (Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi,t.t),II : 514-
929

24) Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadi-
lannya, cet.2,(Jakarta : Bulan Bintang,1987),hlm. 162.
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E. Kerangka Teoretik

Jumhur Ulama telah sepakat, bahwa sumber hukum jinayat
(hukum pidana Islam) ialah Al- Qur 'an, Hadis, Ijma” dan
Qivas. Sedagian Ulama merumuskannya dengan Al-Quran, Hadis,
Ijtihad yang telah disepakati (Ijma’) dan Ijtihad perorangan
(Qiyas). Jadi kedua rumusan itu sebenarnya sama. Selain 1itu
ada sumber hukum lagi yang tidak disepakati di antara para
Ulama, vyaitu : Istihsan, Istishab, masalah Mursalah madzhab
sahabat, adat kebiasaan dan syariat nabi-nabi sebelum Islam.
Tetapi para ulama telah sepakat bahwa sumber hukum tersebut
belakangan ini dapat dipakai sebagai sumber hukum acara
pidana (formil).29)

Dalam hukum Islam, yang dipakai sebagai landasan hukum
bagl tindak pidana pencurian yang relevan dengan pembahasan

skripsi ini ialah

¢ \
g A, B S o ) PREEECIMINERP
) s AN OGS e s 5
Mengenal pencurian yang dilakukan berulang-ulang, para
ulama berbeda pendapat dalam menentukan akibat hukum bagi
pelakunya. Menurut pendapat Syafi’i dan Malik, tidak dikena-

kan hukum potong tangan kiri pada pencurian ke tiga kali, dan

25) Marsum, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta
Perpustakaan Universitas Islam Indonesia,1991),hlm.13.

26) Al-Maidah (5) : 38-39.
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potong kaki kanan pada pencurian keempat kalinya.zﬂ

Pendapat Malik dan Syafi“i tersebut berdasarkan hadis

Jh:idﬁ \;c\ 430\_9_3..1)\: \)}\b uo}l:ji re_Y\as. r.wgidl*%\.,{ § gom
4_h\q_be{J¥i:LJ\£j(quhLE\nk)tL;EEQthdﬂigq-?‘zédléjtiﬁj}gEB\ﬁ
WS o A1y JEBAIEDIA pom  aled 36 €0 galeblo Y5 3,00 B
G k3 ¢ QU5 Ry 1 0 b33 3,2 B

— Ay g6 €ogala 3 »¢ JUL‘B}N\U‘:&\__‘}}.U\:

L-_-_w_)_s_jad o%\F)ow d-au.ua_)\: :wf\;_ﬁ\JU (Y varip)
3 EXNPAINS

Berbeda dengan pendapat Syafi‘i dan Malik, maka menurut

Hanafiyah dan Hadawiyah pada pencurian vang ketiga tidak
dikenakan hukum potong tangan, tetapi pelaku tersebut dipen-
jara.zg)

Yang menjadi hujjah dari pendapat tersebut adalah pern-

vataan dai Baihagi bahwasannya sahabat Ali r.a. telah menia-
dakan hukum potong tangan pada pencurian vang ketiga dan
keempat kalinya. Ali berkata, " Apabila seorang pencuri terus

menerus mencuri, dipotong tangan dan kakinya kemudian apabila

dia mengulanginya, maka masukkanlah dia di penjara"”. Kemudian

Ali berkata lagi, " Telah didatangkan padaku seoranmg pencuri
27) Muhammad bin Isma "ili al-Yamani as-
San’ani, Subul as-Salam, (Ttp : Syirkah al-

Maktabah, 1850),II1 : 27.

28) Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy asy as-Sajastani
al-Azdi, Sunan Abi Dawud,bab fi as-Sariga Yasriqu
Miraran, (Beirut : Dar al=-Pike t.£).IV : 134

28) Muhammad bin Isma’ili al-Yamani as-San ani,
Subud .. 27
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maka dipotong tangannya, kemudian didatangkan padaku pencuri

tersebut lalu dipotong kakinya. Didatangkan lagi padaku,

kalau kupotong tangannya dengan apa dia membasuh, dan dengan

apa dia akan makan dan kalau kupotong kakinya dengan apa dia
berjalan. Sesungguhnya aku malu pada Allah. Kemudian dipukul-
lah pencuri tersebut dan memasukannya ke penjara.30)

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak
pidana pencurian adalah hukum potong tangan, apabila ada
alasan hukum yang sah, sehingga hukuman potong tangan tidak
dapat diterapkan maka bisa diganti dengan hukuman ta’zir.
Adapun pengertian ta’zir menurut terminologi figqih Islam
adalah hukuman yang bersifat aedukatif yang ditentukan oleh
hakim atas pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiyat yang
hukumannya belum ditentukan oleh syari‘at, atau kepastian
hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannnya
hukuman belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.
Perbuatan maksiyat itu terbagi menjadi 3, yaitu : 31 )

1. Jenis maksiyat yang ada hukuman hadnya akan tetapi tidak
memakai kifarah, seperti hukuman-hukuman yang telah dise-
butkan tadi.

2. Jenis maksiyat yang hanya menuntut kifarah bukannya hukum
had, seperti hukuman jimak di siang bulan romadhon, dan
melakukan jimak dalam keadaan ihram.

3. Dan satu lagi jenis maksiyat yang tidak ada kifarah dan
Juga tidak ada hukuman hadnya; seperti perbuatan-perbuatan

yvang telah disebutkan tadi dalam hal ini semuanya wajib
dilaksanakan hukuman ta’zir.

30) Abi Bakar Ahmad bin Ali-Husein bin Ali al-
Baihagi, as-Sunan al-Kubra, Bab as-Sariqa Ya 'udu Fayasri-

qu Sanian wa Salisan wa Rabi’an,(Ttp : Dar al-
Fikr,t.t),VII : 274-275.

31) As-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah,(Beirut : Dar
al-Fikr, 1871 M/13897 H),X : 402.
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Diantara Jjenis-jenis hukuman ta'zir di atas dengan KUHP
dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Magelang bagi pelaku
pengulangan tindak pidana pencurian adalah hukuman penjara.

Dengan pelaksanaan hukuman penjara diharapkan terpidana
menjadi manusia yang lebih baik setelah menjalani pidananya.

Pada dasarnya hukum itu diciptakan dan diundangkan
mempunyai tujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberi-
kan kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratan bagi manusia.
Untuk itu wajib dipelihara, supaya pembentukan hukum itu
dapat merealisir apa yang menjadi tujuan pembentukan itu dan
dapat mengantarkan kepada merealisir kemaslahatan manusia
serta menegakkan keadilan di antara mereka.

Di dalam syari‘at Islam terdapat kaidah usluhiyah vang
berhubungan dengan tujuan pembentukan hukum atau undang-
undang. Adapun bunyi kaidah usluhiyah itu adalah : "Bahwa
tujuan umum syar i dalam mensyari atkan hukum ialah merelai-
sir kemaslahatan manusia dalam dunia ini, menarik keuntungan
untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka. 32)

Hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian
vang kedua kali adalah potong kaki kiri sedangkan ketiga kali
adalah hukuman penjara sampai dia sungguh-sungguh bertaubat.
Dalam menentukan jenis hukumannya diserahkan kepada hakim.
Tetapi seorang hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dalam
memutuskan suatu perkara, yaitu kesesuaian antarsa perbuatan
terdakwa dengan Jjumlah kerugian akibat perbuatan tersebut

32) Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam
alih bahasan dan editor : Moh. Tolchah Mansur dan Noer
Iskandar al-Barsani,cet.1 (Bandung : 1983),hlm.137.
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/

baik bagi korban itu sendiri maupun bagi masyarakat banyak

sesual dengan kaidah-kaidah pokok pembentukan hukum, yaitu

33) \f/&‘a \——-—-j:/':',,ué—x‘

Diantara cabangnya adalah : melaksanakan hukum terhadap

pelaku pidana yang berupa had, ta’zir, dan kafarat.

34 VR : AN y,
f\__,B-J tf'jLI’\JfJ h}‘_‘{
Diantara cabangnya adalah tangan pencuri bisa dipotong

demi mengamankan harta manusia.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian
lapangan (Field research), yaitu suatu penelitian yang obyek
utamanya adalah data-data vyang berasal dari lapangan.
Penelitian lapangan ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri
Kabupaten Magelang.
2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian vang
bersifar deskriptif analisis, dimana penyusun bermaksud
menggambarkan fenomena-fenomena vang terjadi pada

permasalahan yang penyusun teliti, kemudian setelah disusun

33) Ibid.,hlm.150.

34) Ibid.



dan dijelaskan diadakan analisa.

3.

a.

n

Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif, yakni cara mendekati masalah yang
dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar
atau salah yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku
baik yang tersurat maupun yang tersirat.

Pendekatan yuridis, yaitu mendekati masalah yang dibahas
itu melalui pendekatan hukum, baik hukum positif maupun
hukum Islam.

Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara, maksudnya
adalah suatu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan
daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti.

Dokumentasi

Maksudnya adalah mencari data dengan melihat dokumen-
dokumen .

Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa data

kualitatif. Setelah data yang diperoleh terkumpul,

kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan cara
Induktif, yaitu analisis terhadap data-data yang bersifat
khusus yang ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat
amum.

Deduktif, yaitu analisis data-data yang bersifat umum yang

ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
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c. Komparasi, vyaitu membandingkan antara data yang satu

dengan yang lain untuk kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Magelang Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian" ini
penyusun menggunakan bab per bab dengan perincian sebagai
berikut

Bab pertama merupakan pendahuluan dari tulisan ini. Pada
bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori-
tik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang pengertian tindak pidana
dan Jjenis-jenis tindak pidana, beberapa masalah khusus
menyangkut pengulangan tindak pidana pencurian dan macam-
macam hukuman serta tujuannya.

Rab ketiga menguraikan tentang duduk perkara putusan
Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara pengulangan tindak
pidana pencurian, dasar hukum penjatuhan putusan Pengadilan
Negeri Magelang tentang pengulangan tindak pidana pencurian
dan hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian.

Bab keempat menguraiakan analisis hukum Islam terhadap
putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang pengulangan tindak
pidana pencurian vyang terdiri dari analisis tentang dasar
putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang pengulangan tindak
pidana pencurian no.03/pid.B/1993, no. 112/pid.s 1882, no

78/pid.B /1996 dan analisis terhadap pengulangan tindak
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pidana pencurian.

Bab kelima adalah penutup dari serangkaian pembahasan
skripsi ini. Dalam bab ini penyusun akan mencoba menarik
kesimpulan yang menyeluruh dari penyusunan skripsi ini, Juga
akan menampilkan bibliografi, biografi dan lampiran-lampiran

yang sekiranya perlu.
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perbuatan-perbuatan jarimah sepanjang hidupnya. Hukuman
potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan
kejiwaan manusia adalah hukuman yang sesuai untuk
peérseorangan maupun untuk masyarakat, dan oleh karena itu
merupakan hukuman yang paling baik sebab bisa mengurangi
intensitas Jarimah dan bisa menjamin ketentraman
masyarakat.

B. Saran-saran

Dalam memutuskan perksra pengulangan tindak pidana
pencurian hendaknya seorang hakim mempertimbangkan faktor
yang melekat pada pelaku, seberapa berat kerugian vyang
dialami oleh korban dan juga dampaknys bagi masyarakat akibat
perbuatan tersebut, Dengan memberikan pidana vang tepat bagi
pelaku yang mengulangi pencurian berulang kali, diharapkan
tujuan hukuman dapat tercapai sehingga dapat menurunkan
tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Oleh karena itu
seorang hakim harus bersikap hati-hati dalam memutuskan
perkaranya, karena rasa keadilan yang harus menentukan,
akibat apakah putusan hakim atas perkara pengulangan
pencurian berdasarkan keseimbangan antara pidana vang
dijatuhkan dan perbuatan vang menimbulkan kerugian bagi
kehidupan.

Untuk menyelesaikan perkars pengulangan pencurian dan
supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka
hakim hendaklah mengetsahui kejadian obyektif dari peristiwa
pidana dan aturan hukum vang mengatur tentang perbuatan

pidana tersebut. Juga hendaknya hakim mengetahui hukum Allsh
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pidana tersebut. Juga hendaknya hakim mengetshui hukum Allah
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dan Rasul-Nya terhadap perkara pengulangan tindak pidana
pencurian.

Sebagai saran yang terakhir bagi pembentuk Undang-undang
pidana untuk memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat
suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap tagwa tgrhadap

aturan Allah dan Rasul-Nya.
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